


KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur senantizsa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT
Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmat dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Komisi
Pemilihan U'mum (KPL/) Kota Pariaman Tahun 2021 dapat diselesaikan,

Laporan Kinerja ini disusun, selain yang utama dalam rangka memenuhi
kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Momor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini dimaksudkan
sebagai bentuk pertanggungjawaban Kinerja KPU Kota Pariaman guna melakukan
evaluasi alas pencapaian Kinerja Tahunm Anggaran 2021 selain i penyusunan
laporan kinerja ini tidak hanya dipertanggungjewabkan secars mandiri namun juga
dapat dipertanggungjawabkan pada masverakal sebagai pelaksanaan tugas kepada
masyarakat. Laporan Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2021 menyajikan beberapa
sasaran swategis dan indikator kinerja sebagai hasil — perencanaan KPU Rl
berdasarkan Keputusan KFPU RI No 197/PR.0OL3-KptOLAKPUAVIZ020 tentang
Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020-2024 tanggal |3 Apnl 20210,

KPU Kota Pariaman memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan
kinerja berorientasi pada hasil. Hasil capaian kineria KPU Kota Pariaman atos
sasaran yang ditetapkan secara umum dapal memenuhi target dan sesuai denpgan
rencana vang telah ditetapkan.

Disamping itu, laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan
untuk menentukan program kerja whun berikutnya, schingga kinerja aparat jajaran
KPU Kota Pariaman dapat dioptimalkan baik kualitas maupsn kuantitasnya, Disadari
hahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan. olch
karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini. Semoga
laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja KPU Kota Pariaman di
masa mendatang,

Pariaman, 9 Febmuarn 2022




RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis vang
dijabarkan dalam Indikator Kinega Utama (IKUJ). Laporan kinerja ini disusun
sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja anggaran KPU Kota Pariaman kepada
publik, schingga dapat meningkatkan peran dan fungsi KPU Kota Pariaman untuk
memberi dukungan dan fasifitasi terselenggaranyas Pemilu dan Pemilihan yang
transparan, akuntabel, dan hasilnya dapat dipercava masvarakat.

Laporan Kinegja KPU' Kota Pariaman Tehun 2021, pada hakekatnya
merupakan suam bagian dari proses kegiatan untuk mencapai sasaran Rencana
Strategis (Renstra) 2020-2024. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian
kinerja sasaran strategis yang ditetapkan; secara umum KPU Kota Pariaman dapat
memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang leleh ditetapkan, Pencapaian target
indikator kinerja kegiatan KPU Kota Pariaman tidak hanya didasarkan pada
komitmen namun juga berhasil dengan keterlibatan dan dukungan aktif sepenap
komponen aparatur negara, masyarakat, dan Civil Sociery. Penilaian secara umum
Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariamap -pada Tabun 2020 dapat
dikategorikan BERHASIL £

Adapun tingkat capaian kinerja stas kegiatan dan sasaran Komisi Pemilihan
Umum Kota Pariaman selama 1 (satu) tahun dliﬁhﬂl sebagai berikut:

No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinexja | Target | Realisasi | % Capalan | Kategori
0] @ () @ ® (&) (7)
I. | Meningkatnya Persentase ketepatan | 100% LO0% 100% Berhasil
Penvelenggaraan | waktu dalam
Pemilu/ menyelenggarakin
Pemilihan vang | Pemilu/Pemilihan
Demokratis scsual dengan
jadwal dan
ketentuan vang
berlaku
Persentase T3 % 84 % B404 Berhasil
Partisipasi Pemilih
dalam
Pemilu/Pemilihan
Persentase 77. %0 B4, %% 34 Yo Berhasil




Sasaran Strategis

[ndikator Kinerja

Targer

Realisasi

%o Capaian

Kategori

(1

(2)

3)

(4)

(3)

(&)

{7}

Partisipasi Pemilih
Perempuan dalam

Pemilu/ Pemilihan

Persentase \
Partisipasi Pemilih
Disabilitas dalam
Pemilu' Pemilihan

T2%

58 9%

0.5 %

Cukup
Berhasil

Persentase Pemilih
yang Berhak
Memilih Tetapi
Tidak Masuk dalam
Daftar Pemilih

0.:25%

0.48 %

92 %

Berhasil

P2

Terlaksananya
Pemuluw/
Pemilihan yvang
Aman, Damai,
Jujur dan Adil

Persentase tinghat
penyeclenggarann
Pemilu’ Pemilihen
tanpa konflik

92%

929%

100%

Persentase
Penyelenggara

oy i - i J'lll B'.l
melakukan

5%

Berhasil

Hukum yang
dimenangkan KPLI

Kota Pariaman

e

Meningkatnya

Lembaga
Penyelenggara -
Pemilu/
Pemilihan

Nilai Akuntabilitas
Kinerja KPU Kota
Pariaman

i

Persentase
Pariaman dengan
Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP)

100%

Laporan

100%s

Berhasil

KPU Kota Pariaman dalam pelaksanaannya kinerja banyak kendala vang

dihadapi, baik akibat faktor internal kelembagaan maupun dari lintas koordinatif
dengan siakeholders. Hal ini perlu dengan upaya melakukan penguatan internal




kelembagaan, bimbingan teknis dan evaluasi untuk meningkatkan kinetja KPU agar

mencapal hasil yang lebih maksimal,

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan ke depan untuk meningkatkan kinerja
adalah:

. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknis sumber daya manusia agar dapat
mendukung pelaksanaan program dan kegiatan secara profesional berupa bimiek
dan pelatihan. |

2. Melakukan pengembangan media informasi di media sosial sebapai sarana
sosialisasi dan peayampaian informasi publik,

3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait! stokeholders untuk
menjalin kenasama dalam pelaksanaan propram dan kepiatan.

Semua hal tersebun dilakukan agar pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan yang
akan datang dapat terselenggara dengan semakin baik.
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DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pembagian Divisi dan Tugas scrta Koordinator Wilayah




BARI

FENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum yang ”sdmﬁumya disingkat KPU adalah
lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan
mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum {F@;milu}. Penyelenggara Pemilu
itu sendiri maksudnyva adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang
terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPLT), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),
dan Dewan Kehormatan Penyelenggars Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan
fumgsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Dagrah (DPD), Presiden dan Wakil
Presiden, dan uniuk memilth anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dagrah (DPRID)
sevara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubemur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara
demokratis. Pelaksanaan tugas dan wewenang KPU ini selain berlandaskan
kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, juga
berpedoman kepada Undang-Undang Nomor | Tahun 2015 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintang Pengganti Undsng-Undang Nomor | Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubemur, Bupati dan Walikota sehagaimana telsh diubah beberapa
Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomaer 10 Tahun 2076,

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwn
Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas Iangé’ma. umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil. Sedangkan dalam penyelenggaraannya juga haros memenuhi
prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional,
profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Instansi Pemerintah, termasuk KPLU dibentuk untuk mengemban tugas
dan tanggungjawab tertentu dan diberikan wewenang alau mandat untuk
melaksanakan tugas tersebul. Dalam melaksanakan tugas fersebui diperlukan
adanya akuntabilitas vang baik, memadai. tertib dan teratur. Terkait hal tersebut
dan demi tercapainya suatu Good CGovernance, maka KPU Kofa Pariaman



meleksanakan penyusunan Laporan Kinerja (LKj). Selain dari  tuntutan
akuntabilitas kinerja, LK) juga berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan suatu
orgamisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran atau sebagai fokus perbaikan

kinerja serta dapat menjadi rujukan informasi di masa mendatang.

LKj juga dibuat schagai wujud pertanggungjawaban KPU Kota Pariaman
atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta scbagai bahan analisis dalam
menimgkatkan kinerja dimasa yang akan datang. LKj ini memberikan penjelasan

mengenai pencapaian kinerja KPU Kota Pariaman selama Tahun Anggaran 2021,

Setiap capaian kinega (performance results) Tabun 2021 tersebut dibandingkan
dengan Perjanjian Kinegja (performance agreement) Tahun 2021 schagai tolok
ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinepa selama 1 (satu)
tahun. Analisis atas capaian kinerja tethadap rencana target kinerja digunakan
sebagai ik pemeriksaan (Check Poinf) yang memberikan hasil guna perbaikan
dan peningkatan kinerja KPLU Kota Pariaman.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinetja (LKj) Komisi Pemilihan
Umum Kota Pariaman Tahun 2021 adalah berikun ini:

I} Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 temtang Penyelenggarasn
Megara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepoiisme,

3) Undang Undang Nomor 25 Tahum 2004 -tentang Perencanasn
Pembangunan Masional,

4) Undang-Undang MNomor | Tahun 2015 tentang Penctapan Peratiran
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 entang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sehagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
MNomeor & Tahun 2020 ;

5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Unum,

&) Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah:



7} Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

8) Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Wewenang, Organisasi, danTata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Unntim, Sekretasiat| 1corist Pemilihan  Uraum
Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum KabupatenKota ;

9) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

10) Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur MNegara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah;

11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor § Tahun 2019 entang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kots, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 21 Tahun 2020

12} Keputusan  Komisi  Pemilihan L,rumiﬂ Nomor  S/PR.03.1-
Kpt/03/KPUN/2018 tentang Petunjuk "Iﬂa:ds Perjanjian Kinerja. dan
Pelaporan Kinerja di Lingkungan Kﬂnﬂi Pemlthan U'mum,

13) Keputusan Komisi  Pemilihan T.Inuur: Nomor  197/PR.01.3-
Kpt/01/KPU/2020 tentang Rencana Strategis KomisiPémilihan Unnum
Tahun 2020-2024 ﬁ

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU
Kota Pariaman Tahun 2021 adalah:

l. Sebagal sarana pertanggungjawaban kinena pelaksanaan tugas dan
fungsi KPU Kota Pariaman kepada seluruh stakeholders,

2. Sebagai sarana cvaluasi atas pencapaian kinerja KPL) Kota Pannaman
Tahun 2021 dalam upaya memperbak: Kinerja tnhun berikutnya;

=]



3. Sebagai bahan masukan untuk  penvempurnaan  dokumen
perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang,

1.4 Tugas, Wewenang dan Kewajiban

KPU dibentuk berdasarkan Pasal 2 Keputusan P'rmidcn Nomor 16 Tahun
1999 tentang Pembentukan Komisi Pemililan Ui dan Penctapan Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, Ketentuan lebih
lanjut diatur di dalam Peraturan Komis: Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

KPU dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dibantu oleh
kesekretariatan yang terdini dari Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU
Provinsi, dan Sekretarial KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan IMUmlang MNomor 7 Tahun 2017, berikut zdalah tugas,
wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten' Kota:
1. Tugas
Pasal 18 menyebutkan bahwa tugas KPU Kabupaten/ Kota adalah:
a, Menjabarkan program dan melaksanaken snggaran;

b. Melaksanakan semua tshapan Fm}rniﬁuggaman di ‘kabupaten/  kota
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢, Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK,
PP5, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;

e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan
memperhatikan data kependudukan vang disiapkan dan diserahkan olch
Pemerintah dan menetapkan sebagai dafiar Pemilih;

f.  Melakvukan dan mengumumbkan rekapitulasi hasil penghitungan  suars

Pemilu anggota DPR, anggota DPI), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,



dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota vang
bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara
serta wajtb menyverahkannya. kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan KPL Provinsi;

Mengumumkan calon anggota DPRD KabupatenKota terpilih sesuai
dengan alokasi jumlah kursi setiap deerah pemilihan di Kabupaten®ota
yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh
Bawaslu Kabupaten/Kota;

Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan
upas dan wewenang KPL kabupaten/Kota kepada masyarakat;

Melakukan evaluasi dun membuat laporan sctiap tahapan Penvelengparaan
Pemilu: dan
Melaksanakan tugas lain yang diberikan olch KPU, KPU Provinsi, dan/atau

1. Kewenangan

Pasal 19 meaycbutkan bahwa kewenangan KPU*KHW Kora adalah:

a.

b.

Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota:
Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;

Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu
anggota DPRD Kabupaten'Kota berdasarkan rekapitulasi  penghitungan
suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat

rekapitulas: suara;

Menerbitkan keputusan KPU KabupaienKota untuk mengesahkan hasil
Pemilu anggota DPRD Kabupaten®ota dan mengumumkannya;



e

Menjatuhkan sanksi administratif dan/stan  menonaktilkan sementara
anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan vang
mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan
putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan  Bawaslu

Kabupaten'Kota, dan‘atau ketentuan pem'man perundang-undangan; dan

Meclaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi,
dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kewajiban

Pasal 20 menyebutkan bahwa kewajiban KPU Kabupaten’ Kota adalah;

a.

b.

Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu:

Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;

Menyampaikan semua  informasi  penyelenggaraan  Pemilu  Kepada
masyarakat;

Melaporkan pertanggungiawaban penggunaan - anggaran sesoai dengan
" s it i :

Menyampaikan laporan pertanmvngmbm sSemua kegiatan
Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;

Mengelola, memelihars, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan
penyvusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yvang disusun oleh KPL

Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan
pedoman yvang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

Mengelola barang inventaris KPL Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penvelenggaraan
Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya
kepada Bawasliy;




I Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU KabupatenKota dan
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU KabupatenKota:

o Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;

k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat
Kabupaien/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hart setelah
rekapitulas di Kabupaten /Kota;

. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan
dengan memperhatikan data kependudukan sesuai keteniuan peraiuran
perundang-undangan;

m. Melaksanakan putusan DKPP; dan

n.  Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi
dan/atan peraturan perundang-undangan.

1.5 Informasi Umum Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menupakan bagian dari Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia yang bersifat tetap sebagai pelaksana
kepiatan  penvelengpara  Pemilihan  Umum dl hﬂgﬁm Kabupaten/Kota.
Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 7 Tahun
2017 wntang Pemilihan Umum,. bahwa lembaga pc_n};ﬂlqw Pemilu di
Tingkat Kabupaten/ Kota adalah suatu lembaga yang discbut Komisi Pemilihan
Umum Kshupaten/ Kota yang bersifat tetap dan hierarkis dengan Komisi
Pemilihan Umum dan Komisi Pemiliban Umum Provinsi.

Pasal 10 avat (1) huruf ¢ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
menyebutkan bahwa jumlah anggota KPL Kabupaten/ Kota sebanyak 3 (tiga)
atau 3 (lima) orang. Wamun dengan kecluarnva Putusan Mahkamah Konstitusi
atas perkara Nomor 31/PUU-XVI/Z018, maka sejak putusan dibacakan, jumlah
anggota semua Komisi Pemilihan Umum uniuk tingkat Kabupaten/Kota
berjumlah 5 (lima) orang. Selanjutnyva, sesual dengan Undang-Uindang Nomor 7
Tahun 2017 anggota KPU Kabupaten/ Kota memiliki masa jabatan selama 5

(-



(lima} tahun dan sesudahnya dapai dipilih kembali hanva untuk 1 (satw) kali
masa jabatan pada tingkatan yang sama, Untuk mendukung kelancaran tugas,
wewenang dan kewajiban KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017, maka dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh
seorang Sekretaris KPLU Kabupaten'Kots yang dibamu oleh 4 (empat) Kepala
Sub Bagian. Ketentuan ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretanat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemiliban Umum
Kabupaten/Kota,

Bagan Organizasi Komisi Pemilihan Umum
Kota Pariaman

Ketua

Anggota Anggoia Anggota Anggota Anggota

Sekretans

4 {Empat) Sub-
Bagian

Sumber: Peraturan Komisi Pemiliban UmumNomor 14 Tahun 2020
Keterangan:
Nama Ketua dan Anggota KPU Kota Pariaman Periode 2018 s/d 2023 adalah:
1. Aisyah, SE, M. AP sebagal Ketua
2.  Abrar Aziz sebagai Anggola
3. Doni Kardinal sebagai Angzota

4, Byufli, SH sebaga: Anggota




3. Ihcky Fernando, A.Md sebagai Anggota

Dalam menjalankan mgasnya KPU Kota Pariaman dibantu oleh secrang
Sekretaris yang membawahi 4 (empat) Subbagian,

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihen Umum Kota Pariaman

Nomor :

182/HK.03.1-Kpv'1377/KPU-KoWIV/2019 tentang Perubahan atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palaman Nomor 62HE.03.1-
Kpt/1377KPU-Kot/X/2018 Tentang Pembapain Divisi dan Tugas Anggota
Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Periode 2018-2023 sebagaimana
terangkum dalam Tabel berkout :

Tabel 1.1

Pembagian Divisi dan Tugas serta Koordinator Wilayah
Anggota KFU Kota Pariaman Periode 201%8-2023

Mo Divisi

Penanggungjawab

Uratan Tugas

Wilavah
Koordinator

|| Divisi Keuangan,
Umum, Logistik
dan Rumah
Tangga

Keta:  Aisyah,
SEM.AP

Kebijakan Dalam:

Adminisrdsi

Protokol dan

PEI'S. | o] .

dan

Pengelolaan
u Barang

Milik Negara;

Pelaksanaan,
pertanggungjawaban
dan pelaporan
keuangan:

Peresmian
keangpotaan
pelaksanaan
Janji;

dan
Sumpah

Perencanaan,

pengadaan barang dan
jasa  serta  distribusi

Semua
Kecamatan
gk ota
Pariaman




logistik Pemilu,

Divisi  Teknis
Penyelenggaraan

Ketua: Dani

Kardinal
Wakil Ketua:
Aisyah; 8E M AP

1. Penentuan daerah
pemilihan dan alokasi
kursi,

2. Verifikasi Partai Politik
dan DPD;

3. Pencalonan

4. Pemungutan,
penghitungan suara dan
rekapitulasi

Peserta

penghitungan suara;
5. Penetapan  hasil

pendokumentasian

hasil-hasil Pemilu dan
G Pﬁiapurap
7. PAW anggota DPRD.

dan

E ecamatan
Paraman
Timur

| Divisi

Sosialisasi,
Pendidikon
Pemilih,
Partigipasi
Masvarakat dan
SDM

Ketua: Abrar Aziz
Wakil  Ketua:
Doni Kardinal

1. Sosialisasi

. Kepemiluang

2. Pnnmipnsu masyarakat
dan pendidikan

3. Publikasi

Kehumasan;

dan

4. Kampanye Pemile dan
Pemilihan;

3. Pengelolaan infommasi
dan komunikasi;

6. Kerjasama antar

!';mamatan
Pariaman

Selatan
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lembaga;
7. PAW Anggota KPL
Kota Pariaman;

8.  Rekrutmen Badan

Adhoc;

9. Pembinaan Etika dan
E?ﬂmm Kinerja
SDM;

1. Pengembangan
budaya kerja dan
disiplin organisasi:

11. Diklat dan
pengembangan SDM;
12. Penelitian dan
pengembangan
kepemiluan;
13. Pengelolaan dan
Lo
Divisi Ketua:  Dicky Knhunlrmmhm Kecamatan
L g AN | et o | B
Informasi i Retua: | 300 Anggaran;

b. Evaluasi, :;'diﬁilisn
dan - pengkaiian
kepemniluan;

¢. Monitoring, evaluasi,
pengendalian program
dan anggaran;

d. Pemutakhiran dan
pemeliharaan data

pemilih;
¢. Sistem informasi yang
berkailan dengan




Tahapan Pemilu;

f. Pengelolaan aplikasi
dan janingan IT;

g. Pengelolaan

h. Pengelolaan dan
pesvaiian data hasil
Pemilu Nasional;

i.  Pengelolaan dan
penyediaan  informasi

publik (PPIL).

§ | Divisi Hukum
dan Pengawasan

Kema: Svufli,SH

Wakil  Ketua:

Dicky
Fernando, A.Md

Kebijakan Dalam:

I. Pembuatan rancangan
keputusan;

2. Telaah dan advokasi
hukurm;

3. Dokumentasi dan

E:Mmintemﬂ;

5. Penvelessian sengketa
proses _olan hasil

6. Penvelésaian
pelanggaran
administrasi dan etik

Kecamatan
Panaman
Tengah

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Laporan Kinerja disusun dengan menggunakan sistematika penulisan

sebagai berikut:

KATA PENGANTAR




Memual gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan
Kinerja.
RINGKASAN EKSEKUTIF

Memuat ringkasan berupa pokok-pokok isi dari seluruh Laporan Kinerja.
DAFTAR IS
BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan secara umum organisasi.
BAB Il PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ ikhtisar penanmjian kinerja tahun vang
bersangkutan.

BAB 111 AKUNTABILITAS KINERJA:

Pada sub bab ini disajikan pengukuran capaian, kinerja organisasi serta
analisis capaian kinerja untuk setiap permyataan kinerja sasaran sirategis
Orzanisasi msﬂmdﬁn&m hasil peuguku:an kinerja rﬁrganimn Untuk setiap
pernyataan kinefja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja
sebagai berikut; |

a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja tahom ini;
b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
BAB IV PENUTUP
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.
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BARII
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Gambaran Umum

Perencanaan kincrja mempunyai 3 (tiga) manfaat. Pertama, terdapat
pedoman Kinerja apa vang harus dilakukan Kedua, terdapat ukuran untuk
mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja, Ketiga, memenuhi prinsip
tata kelola pemerintshan yang baik (Geod {fﬁv’é‘ruﬂme}. Rencana suatu
organisasi memuat visi, misi, tujuan, sasaran. kebijakan, program, kegiatan, dan
indikator kinerja yang diperlukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi organisasi tersebut. Berikut ini divraikan visi dan misi Komisi Pemilihan
Umum Kota Pariaman yang selanjulnya dijabarkan dalam tujuan, sasaran,
kebijakan, program, dan kegiatan.

1. Visi dan Misi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2({M tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintzh Nomor 40
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembapgunan Nasional,
Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyelengpirakan kegiatannya wajib
menyusun Rencana Strategis (Renstra), Komisi Pemilihan Umum Kota
Pariaman sehagai salah satu lembaga pemerintsh senantiasa melaksanakan
kewzjiban peraturan perundang-undangan tersebut setiap tahunnya. Hal tersebut
merupakan wujud komitmen organisasi untuk melakukan upaya perbaikan terus-
menerus dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang .ﬁs.nﬂa akhimya dapat
mengantisipasi tuntutan akan perubahan dan kebutuhan organisasi ke arah yang
lebih baik.

Terkait dengan Renstra tersebut KPU telah menyusun dan menetapkan
Visi, Misi. Tujuan dan Sasaran sebagai pedoman bagi KPU Nasional, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang di dukung oleh Sekretariat Jenderal
KPL, Sckretariat KPU Provinsi dan Sckretariat KPU Kabupaten/ Kota untuk
diwujud nyatakan dalam pelaksanaaan tugas ke depan yaitu:



Visi Komisi Pemilihan Urmum adalah "Menjadi  Penyelenggora

Pemifihan Umum vang Mandiri, Profesional dan Berintegritas ",

Pemnyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dan komitmen Komisi
Pemilihan U'mum untuk menyelenggarakan Pemilu yang jujur. adil, transparan,
akuntabel dan mandin serta dilandasi dengan mekanisme keria vang efektif,
efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan
berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai
lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional
dalam melaksanzkan tugas pokok dan fungsinva. Disamping itw Komisi
Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari
upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indoncsia, khususnya di
bidang politik kepemiluan, Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilthan Umum
dengan visi nnsmﬂ dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA,
vakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis
dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara
Pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat
brand image organisasi menjadi penyelenggara ﬁnﬁﬂlﬂn umum  vang
herintegritas, professional dan  mandin  demi terwujudnya  kualitas
penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Dalam upaya mencapai visi distas, KEj'S[ telah rienetapkan misi yang
akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja, termasuk KPLU Kota Pariaman
adalah:

a. Meningkatkan kompetensi penvelenggara Pemiln  Seremtak  dengan
berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etk penyelenggara
pemilu;

b. Menyusun peraturuan dibidang Pemilu Serentak yang memberikan

kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;

c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu Seremtak yang efektf,
efisien, transparan, akuntabel, serta aksesabel;
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d. Mengoptimalkan pemanfaatan  kemajuan teknologi  informasi  dalam
menvelenggarakan Pemilu Serentak;

e. Meningkatkan Partisipasi dan kualitas pemilih dalam Permilihan Serentak;

f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku
kepentingan.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi ersebul, maka tujuan
vang hendak dicapal oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

a. Terwnjudnya lembaga KPU vang memibiki integritas, kompetensi,
kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;

b. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan perauran perundangan yang
berlaku,

£

Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi
di Indonesia.
d. Meningkatnys kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

e, Terselenggaranva pemilu vang efektif dan efisien, wransparan; akuntabel,
dan aksesabel.

Dalam Reéncana Pembangunan Jangka  Menengah (RPIM) ke—d
disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah
meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan
pemilihan umum, penegakan hukum dan reformasi birokrasi vang ditandai
dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks
penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi  korupsi;
indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan
membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan
tingkat akuntabilitas instansi pemetiniah (skor atas SAKIP).
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2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen vang merepreseniasiken
tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang
waktu satu tahun. Perjanjian Kinegja disepakati antara pengemban tugas dengan
atasannya (Performance Agreement). Perjanjian Kinega merupakan ikhtisar
Rencana Kera Tahunan, vang telah disesusikan dengan ketersediaan
anggarannya, yaite setclah proses anggaran (Budgeringprocess) selesai.
Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan
akuntabilitas kinerja (Performance Accountability Reporr).

Dalam rangka melaksanakan Renstra KPU Kota Pariaman Tahun 2020-
2024, pada tanggal 1 Maret 2021 KPU Kota Pariaman telah menetapkan
Perjanjian Kinerja (PK) sebagai pernyataan tekad dan janji rencana kinerja vang
akan dicapai pada tahun 2021 yang dijabarkan sebagai berikut:

Tahel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahan 2021
Na Sasaran Strategis Indikator Kinefja -~ |  Target
i 2 ) [
1. | Meningkatnya Euaﬂﬁitu# ketepatan e 100%
Penyelenggaraan wakty dalam
Pemilw/Pemilihan vang | Pernutakhiran _ Data
Demokratis Pemilih berkelanjutan -
2 | Terlaksananva Persentase Sengketa BO%
Pemilu/Pemilihan vang Aman, | Hukum vang
Damai, Jajur dan Adil Dimenangkan KPU Kota
Pariaman
3 | Meningkatnya Kapasitas | Nilai Akuntabilitas B | |
Lembaga Penyvelenggara | Kinerja  KPU Kota
PemiluwPemilihan Pariaman
Persentase kesesuaian 100 %
laporan  kewangan KPLU
Kota Pariaman dengan
Standar Akuntansi
Pemerintah (SAFP)
Nilal Keterbukaan 1 (0%
Informasi Publik




BAB III
AKUNTARILITAS KINERJA

Akuntanbilitas Kinerja adalah itﬂwajiha.n untuk menjawab dan
perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif sccara ftransparan
mengenai keberhasilan atau kepagalan dalam mqiukmnakﬂn misl organisas
kepada pihak-pihek yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemben
amanah. Dalam Tahun Angparan 2021, KPU Kota Pariaman menetapkan
sasaran strategis vang akan dicapai, Sasaran-sasaran tersebut sesua dengan
dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan
pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesum dengan tarpet-target kinerja
vang ditetapkan pada awal tahun 2021,

Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun 2021, pada hakekatnya merupakan
bagian dari suatu proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran renstra 2020-
2024. Dengan demikian, pencapaian kirieria kegiatan di tahun 2021 merupakan
bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam remstra. Untuk
keperluan penilaian akuntabilitas I:inﬁ]h. mukl.ﬁ]ﬂ:mnn pengklasifikasian
satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran renstra.
Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuwan kinerja Elkﬁ dapat mencerminkan
kinerja KPU Kota Pariaman secara menyeluruh,

KPU Kota Pariaman dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada
Renstra KPU, vang didalamnys memuat seluruh target kinerja yang hendak
dicapai pada tahun 2021. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 merupakan tahun ke-
dua dari periode Renstra 2020-2024,

3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi
dalam menghasilkan pelavanan publik vang lebih baik. Akuntabilitas bukan
sckedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan tetapi
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meliputi  kemampuan menunjukkan bahwa uvang publik  tersebut telah
dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif.

Kinerja (perjormance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kﬂgiam’pmgmm-!kebijakﬂu dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi vang tertuang dalam strategic planning suatu

Organisast.

Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menectapkan
parameter hasil untuk dicapai oleh program vang dilakukan. Proses pengukuran
kinerja seringkali membutuhkan penggunsan bukti statistik untuk menentukan
tingkat kemajuan dalam meraih tujuannya. Kinerja KPU Kota Pariaman Tahun
2021 pada hakekatnya merupakan bagian dari proses aau kegiatan untuk
mencapai sasaran Renstra 2020-2024, Dengan demikian, pencapaian kinerja per
sutuan kepiatan di tahun 2021 merspakan bagian dari pencapaian sasaran yang
telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk menilai akurtabilitas kinerja, dilakukan
klasifikasi satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke dalam elemen-elemen
sasaran Renstra. Sehingga, penilaian satuan-satuan  kinerja akan  dapat
mencerminkan kinerja KPLU Kota Panaman secars menyeluruh. KPU Kots
Pariaman menetapkan 3 (tiga) sasaran stratepis vang akan dicapai pada tahun
2021 melalui PK, sasaran-sasaran tersebut kemudian divkur dengan berbagai
indikatar kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasiny, sehingga
menghasilkan capaian kinerja.

Indikator kinerja kegiatan dipakai dalam penguburan meliputi masukan
{{npur). Keluaran (ewtpur), dan hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut:

2. Masukan (impur) adalah segala sesuatu yang dibutubkan agar pelaksanaan
kegiatan dan program dalam rangka menghasilken keluaran (oupur),
misalnya sumber daya manusia, dana, material, wektu, teknologi dan

sehagainya.

b. Keluaran (ourpur) adalah sepala sesuatu berupa produk / jasa (fisik dan/atau
non fisik) sebugai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan
program berdasarkan masukan (inpu¢) yang digunakan.



ci

Hasil (owfcome) adalah sepala sesuatu vang mencerminkan berfungsinva

keluaran fourput) kegiatan, Hasil (owfcome) merupakan ukuran setiap

produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Manfaai (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran fouipur) vang dirasakan
langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianva fasilitas vang dapat

diakses oleh publik,

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program.

kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai

tersehut yuitu;
Tabel 3.1
Rentang Nilal dengan Kelompok/ Klasifikasi Ukuran Capaian Kinerja
Mo Renlang Nilai Kategori Keterangan

1 =100 Sangat Berhasil Kegiatan vang
dilaksanakan telah
melampaui target
indikator kinerja

2 91-100 Berhasil Kegiatan yang
dilaksanakan telah
meencapai target indikator
L-:'Lm:::il_l

3 71-90 Cukup Berhasil | Kegiatan yang
dilaksanakan telah
indikator kinerja

4 5170 Kurang Berhasil Kegiatan vang
dilaksanakan tidak sesum
dengan target indikator
kinerja

5 050 Tidak Berhasil Kegiatan yang
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dilaksanakan sangat tidak

sesuali  dengan  target
indikator kKinerja

Penghitungan persentase capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:
Realisasi

%e Capalan = X 100%

Target
Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian Kinerja yang semakin baik.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Elrmr]'a

Secara umum, KPU Kota Pariaman mampu mencapai target kinepa
sehagaimana telah ditetapkan pada tahun 2020. Analisis dan evaluasi capaian
kinerja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis | Meingkatnya penyelenggarann pemilw/pemilihan
}rangdmmhuns

Indikator_kinerjz yang ditetapkan untuk mendilkung sasaran strategis
diatas adalah sebagai berikut:

No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1, | Persentase ketepatan waktu 100%% B5%% B5%h
dalam Pemutakhiran Data
Pemilih berkelanjutan

Pada indikator kinerja Penyclenggaraan Pemiluw/Pemilihan yang
Demokratis diatas, % capaian kinerja untuk persentase partisipasi pemilih dalam
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Pemilu/ Pemilihan adalah 85%. Hal ini terjadi karena pelaksanaan tahapan
Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan di Kota Pariaman dilaksanakan
pertama kali pada bulan Mei, hal ini terjadi karena keterlambatan turunnya
regulasi untuk pelaksanaan PDPB ditingkat KPU Provinsi/Kabupaten/Bota &

Indomesia

Karena KPU adalah lembaga strukiural sehingge hal-hal yang berkaitan
dengan regulasi merupakan ranah kebijakan di KPU RI , keterlambatan lahimya
Standar Operasional Prosedure (SOP) pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan (PDPB) mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan PDPB
ditingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Untuk pelaksanaan PDPB di Kota Pariaman diperoleh Pemilih pindah
domisili sebanyak 1003 pemilih, pemilit baru 1135 dan pemilih pemula 62
pemilih. Sedangkan untuk pemilth meninggal selama tahun 2021 sebanyak 554
pemilih, Adapaun data pemilih terebut sudah disandingkan dengan data dari
Disdukeapil Kota Pariaman,

Sasarsn Stl‘atﬂﬂh-l.. Terlaksananya Pemilw/ 'F'l;l:h.ml‘m‘l yang eman,
damai, jujur dan adil

Indikator kinerja vang ditetapkan umﬂ.t ‘mendukung sasaran stralegis
diatas adalah sebagai berikut:

No Indikator Kinerja Tall'gﬂ'l. Realisasi | % Capaian
1. | Persentase sengketa hukom yang | 80% 8% B0%
dimenangkan olch KPU Kota
Pariaman

Indikator kinera pertama, % capaian Kinerja persentase tinghkat
penvelenggaraan Pemilu’ Pemilihan tanpa kontlik adalah 80%. Bisa dikatakan
indikator kinerja ini tercapai, dikarenakan pada saat penyelesaian Pemilthan
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Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 tidak terjadi konflik
Di TPS vyang sampai menimbulkan keributan, sehingga dapat dikatakan
penvelenggaraan Pemilthan Gubernur dan Wakil Gubemur Sumatera Baral
tahun 2020 berjalan dengan lancar dan aman. Scria proses sidang DKPP
dengan kasus hak pilih pemilih diromah sakit Pariaman yang tidak terlayani oleh
KPU Kota Pariaman tidka terbukti, sehingga keputusan DKPP merchabilitasi
nama baik KPLU Kota Paniaman.

Meningkatnva kapasitas lembaga penyelenggara
Pemilu’ Pemilihan

Sasaran Strategis 3

Indikator kinerja yang ditetapkan uniuk mendukung sasaran strategis
diatas adalah schagai berikut:

Mo Indikator Kinerja Target Realisasi | % Capaian

i ﬂilﬂiﬂlﬂﬂhﬂ:ﬂmﬂr‘xinmja B = 0%

2. | Persentase kesesusian  laporan | 100 % 1003 10024
Pemerintah (SAF)

3 | Keterbukaan Informasi Publik 100% 95 % 95 %

Berdasarkan tabel di atas, Indikator kinerja pertama, nilai akuntabilitas
kinerja. Dimana indikator kinerja ini tidak tercapai, dikarenakan sampai dengan
awal twhun 2021, nilai akuntabilitas kinerja KPU Kota Paraman belum
dipublikasikan. Maka dari itu, realisasi dari indikator ini sebesar (%,

Pada indikator kinerja kedua, % capaian kinerja kesesuaian laporan
keuangan KPU Kota Pariaman dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAF)
adalah 100%. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang
Keuangan Megara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan
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pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Standar akuntansi pemerintahan
tersehut disusun pleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen
dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerinigh setelah terlebih dahulu mendapat
pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan,

Dengan ditetapkannya Perauran Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemeriniahan, maka penerapan sistem akuniansi
pemerinighan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Dengan
pencrapan ini maka pemerntah mempunyal kewajiban untuk dapat segera
menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis skrual. Tantangan baru vang
muncul dari penetapan basis akmual ini membutuhkan suatu pedoman yang dapat
menjelaskan proses pembangunan sistem akuntansi pemerintehan  berbasis
akrual ini secara lebih detil agor dapat berjalan dengan baik. Pusal 6 PF Nomor
71 Tahun 2000, dimana ayat (2] menyvebutkan bahwa Sisiem Akuntansi
Pemerintahan pada Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan
yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dan pada
ayat (3) menyebutkan bahwa Smtam Alkuntansi Pn:mmntahmpaﬂa?mnmntah
Dacrah diatur dengan Peraturan Gubernur/ Bupati/ Walikota yang mengacu
pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintaban Scmentara itu, dalam
pedoman umum Sistem Akuntansi Pemesintaban tersebut ditetapkan dalam
bentuk Peraturan Menteri Keuangan dan khusus untuk Pemerintah Daerah
Peramuran Menteri Keuangan tersebut ditetapkan: setelah Menteri Keuangan
berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, hal ini scsuai dengan amanat yang
tertuang dalam pasal 6 ayat (4) PP Nomor 71 Tahun 2010,

Laporan keuangan adalzh suatu penyajian terstrukiur dari  posisi
keusngan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang sesuai
dengan SAP adalah laporan keuangan yang berbasis kas untuk pengakuan
transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk
pengakuan asct, kewajiban, dan ekuitas dana. Laporan keuangan KPU Kota
Pariaman disusun berdasarkan laporan realisasi anggaran, neraca, realisasi
belanja, dan data BMN, Laporan keuangan tersebut selanjutnya disampaikan ke
KPU Provinsi Sumatera Barat.
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Untuk itw, indikator kinerja, tersusunnya laporan keuangan vang sesuai
dengan SAF sebanyak 1 (satu) laporan memenuhi target dengan capaian sebesar
100%.

Komisi Pemilihan Umum Kota Papaman mendapatkan anggaran untuk
Tahun 2021 bersumber APBN dad DIPA MNomor: SP  DIPA-
076.01.2.656265/202]1 tanggal 23 November 2020 dengan pagu awal sebesar
Rp.2.882.309.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga
Ratus Sembilan Ribu Rupiah ) selamatahun 2020 unmk kelancar kegiatan vang
sudah direncanakan ditahun 2021 KPU Kota Pariaman telah melakukan revisi
sebanyak 11 revisi POK dan 3 revisi ke Kanwil DIPBN dan 3 revisi dari KPU
Rl yang dapat di jabarkan sebaga berikut :

1. Revisi | sampai dengan revigi ke 3 dengan total anggaran sebesar
Rp.2.882.309.000.- (Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua
Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Rupiah ) ., Revisi yang diajukan
bertujuan untuk memfasilitasi penggunean anggaran untuk kegiatan
yang mu.'la.h direncanakan  serta  kelancaran dalam

2. Berikutnya revisi 1 ke Kanwil DIPBN yang merupakan revisi untuk
memutakhitkan data revisi POK yang suddh dilaksanakan
sebelumnya dengan total pagu masih sema dengan pagu awal yaitu
Rp.2.862.309.000.- (Dua Milyar Delapen Ratus Delapan Puluh Dua
Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Ruﬁiaj;u ). Revisi ini dilakukan
supaya data revisi POK yang sebelumnya di lakukan oleh KPU
Kota Pariaman dapat di baca/diketshui oleh Kanwil DJIPBN dan
revisi ini disetujui tanggal 15 April 2021,

3. Berikutnya revisi ke 4 dan ke 5 merupakan revisi POK dengan 1ol
pagu masih sama dengan pagu awal Rp.2.882309.000,- (Dua
Milvar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan
Ribu Rupiah ), Revisi yang diajukan berwjuan untuk memfasilitasi

penggunaan anggaran untuk kegiatan yang sudah direncanakan serta
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kelancaran dalam pertanggungjawaban secara keuangan.

. Selanjutnya revisi | yang dilakukan olech KPU RI, revisi yang
dilakukan KPU RI merupakan revisi bersifat nasional, dimana
sebelumnya ada pemberitahuan ke pada KPH Prov, KPLU Kab/Kota
untuk tidak melakukan revisi POK ataupun revisi Dipa selama
rentang wakiu vang diteniukan, Dari hasil revisi yang dilakukan
KPL Rl yang disetujui sesuai petikan DIPA tertanggal 7 Jund 2021,
KPU Kots Pariaman mengalami pengurangan anggaran sebanyak
Rp 165.337.000 ( Seratus Enam Pulub Juta Tiga Ratus Tiga Puluh
Tujub Tujuh Ribu Rupiah ) . Pengurangan ini terjadi pada akun
belanja pegawai 512411 belanja tunjangan dan wang kehormatan.
vang awalnya Rp 1.360:.475.000 ( Satu Milyar Tiga Ratus Enam
Pulub Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah ) menjadi
Rp L.195.136.000 ( Satw Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta
Seratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah). Sekarang pagu KPU Kota
Pariaman sekarang menjadi Rp 2.716.972.000 (Duva Milvar Tujuh
Ratus Enam Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu
Rupiah ), Tevisi ini disetujui tanggal 7 Juni 2021

Berikutnva Revisi POK 6 dengan total pagu anggaran sebesar Rp
2.716.972.000 { Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Belas Juta Sembilan
Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah ) révisivini merupakan tindak
lanjut dari hasil pencermatan paji, dimana ada pergeseran antar RO
di KRO gaji dan tunjangan.

Revisi ke 2 dari KPU Rl berupa penambahan anggaran sebesar Rp

33.711.000 {Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Sebelas Ribu Rupiah).

Ada pengurangan dan penambahan anggaran dalam revisi ke 2 KPU
Rl ini. Penambahan anggran di akun 3355 EAA layanan perkantoran
fakun gaji Pokok sebanyak Rp 56.086.000 ( Lima Puluh Enam Juta
Delapan Pulub Enam Ribu Rupiah) dari awalnya Rp 2.078.767.000
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{ Dua Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh
Tujuh Ribu Rupizh } memadi Rp 2134853000 { Dua Milyar
Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu
Rupish ) sementsra pengurangan terdapat pada akun 33157.FAD
Perencanan dan penganggaran sebesar Rp 14.875.000 ( Empat Belas
Juta Delapan Ratus Tujub Puluh Lima Ribu Rupiah) yang
semulanya Rp 17,500,000 { Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah) menjadi Rp 2.625.000 ( Dua Juta Enam Rawus Dua Puluh
Lima Ribu Rupiah) dan pengurangan pagu lainnya di akun
3361 EAL Layanan monitoring dan evaluasi internal sebanvak Ep
7.500.000 { Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) yang semulanya
Rp 10.800.000 ( Sepuluh Juta Delapan Ratus Ribu Rupish ) menjadi
Rp 3.300.000 ( Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Revisi ke 2 KPU
Rl ini disetujui tanggal | Seplember 2021 dengan total pagu
sekarang Rp 2.750.683.000 ( Dua Milyar Tujuh Ratus Lima Juta
Enam Ratuz Delspan Puluh Tiga Ribu Rupiah) sesuai dengan
petikan Dipa dari satudja.

Revisi POK ke 7 dan ke 8 dengan total anggaran sebesar Rp
2.750,683.000 { Dua Milyar Tujubi-Ratus Limia Juta Enam Ratus
Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah) . Revisi yang diajukan bertujuan
untuk memfasilitasi penggunaan apggaran uniuk’ kegiatan yang
sudah direncanakan serts Kelancaran dalanr pertanggungjawaban
ot RS

Revisi ke 3 KPU RI berupa penambahan anpparan schesar Rp
103.391.000 { Scratus Tiga Juta Tiga Ratus Sembilan Pulubh Satu
Ribu Pupiah ).revisi ini penambahan di akun 3355 EAA layanan
perkantoran berupa tambahan kekurangan gaji untuk tunjangan
kinerja dan uang kehormatan (312411), dimana awalnya Rp
2,134.853.000 ( Dua Milvar SeramsTiga Puluh Empat Juta Delapan
Rams Lima Puluh Tiga Ribu Rupiah ) menjadi Rp 2.238 244040
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{ Dua Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat
Puluh Empat Ribu Rupiah ). Pagu sekarang menjadi Rp
2.854.074.000 { Dua Milyar Delapan Ratus Lima Pulubh Empat Ribu
Tujuh Pulub Empat Ribu ). Revisi ke 3 disahkan pada 16 November
2021 sesnai dengan p:tﬂs:ﬂn"[ﬂi*h

Revisi POK ke 9 dengan 1otal anggaran sebesar Rp 2.834.074.000
{ Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Tujuh Puluh
Empat Ribu) . Revisi yang dizjukan bertujuan untuk memfasilitas
penggunasn anpearan unfuk kegiatan yang sudah direncanakan seria
kelancaran dalam pertanggungjawaban secara kevangan.

Revisi ke 2 ke Kanwil DJPBN berupa permintaan penambahan
anggaran kekurangan gaji ( akun 3355, EAA ) sebesar Rp 60.000.000
( Emam Pulih Juia Ruopiah ). Setelah scbelumnya dilakukan
pencermatan gaji, Penambahan ini merupakan revisi antar satker
KPU Eahknm;rmg ada di Provinsi Sumatera Barat. Revisi ini di
koordinir oleh KPU Provinsi Sumatcra Barat, Pagu Gaji awalnya Rp
2.238.244.000 ( Dua Milyat Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta
Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupish ) memjadi Rp
2708 244,000 ( Dua Milvar Dua Ratus Sembilan Pulub Delapan
Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiak') . Total Pagu
anggaran setclah revisi ini sebesar Rp 2.814.074.000 ( Dua Milyar
Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tujub Pulub Empat Ribu Rupiah )
Revisi ke 2 ke Kanwil DJPBN ini disshkan pada 30 November 2021
sesuai dengan petikan DIPA.

Revisi POK ke 10 dan ke 11 dengan total anggaran sebesar Rp
2.914.074.000 { Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tujuh
Puluh Empat Ribu Rupiah ) . Revisi yang diajukan bertujuan untuk
memfasilitasi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang sudah

direncanakan serta kelancaran dalam pertanggungjawaban secara
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kewangan.

Berikutnya revisi 3 ke Kanwil DIPBN vang mempakan revisi
untuk memutakhirkan data revisi POK ke 10 dan ke 11 dengan
pagu anggaran Rp 2.914.074.000 ( Dua Milyar Sembilan Ratus
Empat Belas Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah ) .Hal ini
dilakukan karena sudah diakhir tahmldtm kita harus meng update /
mengsingkronkan’ mutakhirkan ‘mensahkan data pagu atas revisi
POK vang kita punva dengan kawil DIPBN agar nanti tidak terjadi
kesalahan/ data tidak terbaca sast akan dilakukan rekonsiliasi di
bagian keuangan dengan pihak KPPN. revisi ini disctujui tanggal
27 Desember 2021,
Untuk Bertkout realisasi keuangan perprogram'kegiatan DIPA KPL
Kota Pariaman tahun 2021 per output kegiatan :

Tabel 3.3
Realisasi Keuangan per program/kegiatan
Klasifikasi Rincian )

Mo Output (KRO) PAGU Htal_{.sa;_l % Sisa Pagu
1{3355.EAA. 994 2.208.244.000 2.279.782.441 949,20 18.461.559
2|3355. EAK.007 9.637.000 5.961.000 61,86 3 576.000
3|3355.EAL.003 25,549,000 25.019.000 97,93 530.000
4|3356.AFA.010 1.652.000 1.688.000 93,76 4.000
5[3356.EAB.O08 6.612.000 6.029.600 | 91,19 582.400
6|3356.EALO10 1.752.000 1.752.000 100,00 -
7|3357.EAJ.003 28.960.000 28.787.000 99,40 173.000
813357, EAL 004 7.214.000 6.792.700 54,16 421.300
9(3357.FAD.001 2.625.000 2.440.000 92,95 185.000

10{3360.EAA. 994 509.331.000 =08.374.689 949,81 956.311
11|3360.EAD.010 4.600.000 4.596.500 99,92 3.500
12|3361,EAL. 005 3.300.000 3.093.800 | 93,75 206200
13{3363.BAH.011 1.708.000 1.695.000 5,24 13.000
14|3363. BMA 012 4.366.000 4.251. 200 97,37 114.800
15/3364.BAH.030 2.000.000 1.450.000 72,50 550.000
163364, BMA.005 1.000.000 296,000 99,60 4,000
17{3364.EAL.031 5.484.000 5.400.000 08,47 84.000
2.914.074.000 2.888.108.930 99,11 25.965.070
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Dari total anggaran APBN di revisi terakhir sebesar Rp.2.914.074.000,- (Dua
Milyar Sembilan Ratus Empat Belas Juta Tujuh Puluh Emapat Eibu Rupiah |
terealisasi sebesar Rp. 2.888.108.930,- (Dua Milyar delapan Ratus Delapan Puluh
Delapan Juta Seratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Pulubh Rupiah ) atau
sehesar 99.11 %. Ini merupakan pencapain penggunasn anggaran yang sangal baik
oleh KPU Kota Paniaman.

Sedangkan untuk indikator akumabilitas kinerja yang ketiga yaitu ketebukaan
informasi Publik, % capaian kinerja ketebukaan informasi Publik di tahun 2021
sebesar 95%. tahun 2021 KPU Kota Pariaman telah mengikuti rapat Pembahasan
terkait pentingnva melaksanakan keéterbukaan informasi publik, karena KPU
sebagai lembaga pelaksana pemilu adalah lembaga publik yang pendanaan
bersumber dari APBN schingga perlu melaporkan akuntabilitas kinerja karcna
berkaitan dengan kewajiban mempertanggungiawabkan  keberhasilan  atau
kepagalan pelaksanaan misi orpanisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran vang
telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik
adalah salah setu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan
diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan muiai berlaku dua tahun sctelah
diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinys
memberikan kewsjibari kepada setiap Badan Publik uituk membuka akses bagi
sctinp pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali
beberapa informasi tertentu,

UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik didasarkan
pertimbangan: & bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi
pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya scrta merupakan bagian penting
bagi ketahanan nasional; b, bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi
manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu cin penting negara
demokratis vang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan
penyelenggaraan negara yang baik; ¢ bahwa kewerbukaan informasi publik
merupakan sarana dalam mengoptimalkan penpawasan publik terhadap
penvelengparaan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang
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berakibat pada kepentingan publik; d. bahwa pengelolaan informasi publik
merupakan salah satu upaya uniuk mengembangkan masyarakal informasi.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja tahun 2021 yang telsh diselaraskan
dengan Rencana Strategis KPU Kota Pariaman tahun 2020-2024, maka diperoleh
indeks Capaian Kinerja tahun 2021 sebesar 88,75% dengan persentase realisasi
anggaran sebesar 99.11%. Adapun capaian ini sudah BERHASIL uniuk
melaksanakan seluruh Indeks Kinerja Utama (IKU) vang telah ditetapkan oleh
Renstra KPL

Perbedaan capaian kinerja dengan realisasi anggaran dikarenakan tahun 2021
adalah tahun pandemi Covid-1%, kondisi ini sangal berbeda saal penelapan
indikator kinerja utama vang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman. Namun
secara pelaksanaan belanja anggaran dapat dilaksanakan dengan baik, namun tidak
dapat dipungkini ada beberapa kegiatan vang tidak dapat dilaksanakan dengan
maksimal seperti sosialisasi pemilu kepada masyarakal di masa pandemi tidak
dapat dilaksanakan secars langsung melainkan perlu menggunakan media. Selain
itu tentunya masih banvak lagi pelaksanaan kegiatan di KPU Kota Pariaman vang
perlu di evaluasi untuk perbaikan kinetja di tahun berikutnya.
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BABIV
PENUTUP

Penyelenggaraan pemilibén yang baik pada hakckatnya adalah proses
perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan,
efisien dan efekrif. Prinsip penyelenggaraan yang demikian merupakan landasan
bagi penetapan kebijakan yang demokrais di cra globalisasi yang dilandasi
dengan menguatnya kontrol dari masyarakat.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja dan Kinerja kegiatan yang
telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum  Kota Pariaman sudah berupaya
dengan optimal dan telah berhasil melaksanakan hampir seluruh Program dan
Kegiatan yang dibebankan pads Tahun Anggaran 2021 dengan baik. Hal ini
dapat dilihat dari beberapa indikator pencapaian yang telah disebutkan di lembar
Laporan Kinerja (LKj) sebelumnya.Namun meski demikian dianggep masih
perlu adanva perbaikan pada Tahun Anggaran yang akan datang guna merespon
tuntutan masyarakat dan demi terciptanya suatu Kepemerintahan yang baik dan
berlandaskan Akuntabilitas, Transparansi serta Partisipatif.

Komisi Pemilihan Umum Kota Padaman ‘sebagai penyelenggara
pemilihan sudah tentu secara bertahap dan berkesinambungan menerapkan
prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilihan tersebul dengan menyajikan LKJ
sebagai benfuk pertanggungan jawab kepada atasan dan publik sekaligus dapat
dimanfaarkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bag pihak yang
membutuhkan,

Sebagai  lembaga  penyelenggars  Pemilu, KPU  mempunyai
nggungjawab bukan hanya dalam hal penyelenggaraan Pemilu ity sendir,
tetapi juga dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjadi konstituen
vang cerdas dalam menentukan pilthannya, Karena kualitas pilihan masyarakal
juga menentukan kualitas dari proses pemilihan umum. Hal ini sejalan dengan
visi dan misi KPU yang ditctapkan dalam rencana strategis 2020-2024. Karena
itu program/kegiatan lembaga KPU haik itu KPU Rl KPU Provinsi maupun
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KPU Kabupaten/Kota selain menyelenggarakan pemilu tentunya, hendaknya

lebih menekankan pada program/kegiatan yang tujuannya unfuk membangun

kesadaran politik masyarakat seperti pelatihan/ pendidikan politk maupun

publikasi/sosialisasi bagi masyarakat luas. Untuk mengoptimalkan peningkatan
akuniabilitas  kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman  akan
melaksanakan langkah langkah sebagai berikut ;

Memperhatikan Penajaman kegiatan yvang akan dilakukan di awal tahun
angparan sehingpa penyelenggaraan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana
seria Penentuan skala prioritas kegiatan agar lebih diefektifkan mengingat
masalah waktu pelaksenaan kegiatan yang sangal terbatas sehingga
penvyerapan anggaran dapat berjalan secara optimal;

Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU dan
Instansi lain untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan
pelatihan yang berkelanjutan,

Meningkatkan  den memaksimalkan pelaksannan sosialisasi terhadap
kegiatan-kegiatan KPU dimedia sosial dengan metode yang lebih variatif .
dan inofatif;

Memberikan pemahaman kepada masyarakat umtuk  aktif  dalam
pemutakhiran data pemilib, sehingga meminimalisir masyarakal vang tidak
terdaftar dalam DPT.

Melakukan pembenahan berkelanjutan terhadap tata kelola pelaksanaan
kegiatan.

Pariaman, 9 Februar 2022
TUA
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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN

PERJANIIAN KINERJA TAHUN 2022
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yarg efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yvang bertandatangan dibawah ini;
Marma Aisyah,SE, M.AP
labatan Ketua KFU Kota Pariarnan
Jerjan)i akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapal target kinena Jangka menengah seperti yang telan ditetapkan

dalam dokumen perencanaan

Keberhasilan dan kegagalan pencapalan target kinerja tersebut menjadi tanggung fawab kam:.

Fariaman, 24 lanuari 2022

KETLIA
KPU KOTA PARIAMAN




PERIANJIAN KINERIA

NAMA LEMBAGA, : KPU KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN : 2022

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 | Terwujudnya Sumbar Daya Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU B
Manusia dan lembaga KPU vang | Kota Panaman
berkualitas
Opini BPK  atas Laporan | WTP
Keuangan
Nilai Keterbukaan Informasi | 100%
Publik
Program Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demaokrasi Rp. 431.497.000,-
2. Program Dukungan Manajemen Rp. 2632.292.000,-

Total Rp. 3.063.785.000,-
Fariaman, 24 lanuari 2022

KETUA
KOMIS| PEMILIHAMN LIMUM
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